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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Mediasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Setelk 

Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain 

tahap pertama  pengaduan oleh para pihak yang bersengketa. Pada tahap 

kedua, kepala desa menyelidiki/mereview data administratif yang  

dikumpulkan dari para pihak yang berkonflik, kemudian kepala desa 

mendorong kedua pihak yang berkonflik untuk mendengar apa yang ingin 

mereka sampaikan.  Kepala desa kemudian mencari saksi-saksi untuk 

membuktikan apa yang diungkapkan oleh para pihak yang berkonflik, 

memanggil para saksi, dan mendengar kesaksian yang dilihat, didengar, 

dan dialami. Sebab, data yang ada akan diungkapkan selama proses 

arbitrase. Setelah mendengarkan para saksi, kepala desa menyelidiki 

masalah sebenarnya  yang dihadapi kedua belah pihak. Para pihak yang 

bersengketa kemudian diminta untuk melakukan proses mediasi. Di awal 

mediator, mediator menjaga hubungan pribadi antara para pihak, 

memperjelas suasana di antara para pihak dan menjelaskan peran mediator 

agar tidak terjadi perselisihan di antara para pihak. Klarifikasi lebih lanjut 

dari para pihak. Kemudian menyeimbangkan pemahaman  para pihak yang 

bersengketa dan menetapkan agenda untuk musyawarah. Selain itu juga 
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dilakukan penyelesaian/pemetaan masalah antara para pihak yang 

bersengketa. Perundingan final untuk menentukan keputusan penyelesaian 

sengketa yang mewakili kesepakatan para pihak yang bersengketa. 

Kesepakatan para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, ini akan 

dicatat dalam kesepakatan tertulis, tetapi jika mereka tidak mencapai 

kesepakatan, mereka berhak mengajukan perselisihan ke distrik. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan proses mediasi dalam 

penyelesaian sengketa tanah oleh kepala desa kecamatan Tapirsetterk 

Kabupaten Sumbawa Barat dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, 

faktor internal yang terdiri dari ketidakhadiran para pihak yang 

bersengketa, kurangnya integritas dari masing-masing pihak yang 

bersengketa, perbedaan keterampilan dan pendidikan di antara para pihak, 

dan kurangnya pengetahuan tentang persyaratan dan tata cara para pihak 

yang bersengketa, penyelesaian sengketa tanah, dan persyaratan yang tidak 

lengkap. Dua faktor eksternal tersebut terdiri dari pelayanan yang kurang 

optimal, surat panggilan yang tidak sampai ke pihak yang berkonflik, 

tempat tinggal para pihak yang berkonflik di luar Kabupaten Sumbawa 

Barat, kemampuan mediator, dan terbatasnya anggaran untuk menengahi 

sengketa tanah selesai. 

B. SARAN 

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti buat:  

1.  Kedepannya pemerintah desa lain akan lebih rutin membawa perkara ke 

pengadilan untuk menegakkan hak milik sesuai dengan pola penyelesaian 
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sengketa tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa Tapir yang 

mengutamakan asas kekeluargaan. Anda akan dapat membawanya masuk. 

Sosialisasi dan hukum/sanksi yang berlaku diperoleh bagi para pihak yang 

bersengketa tanah agar tidak terjadi lagi sengketa/penaklukan kepemilikan 

tanah di kemudian hari.  

2. Pemerintah daerah diharapkan melatih para perantara lebih rutin  agar lebih 

kompeten. Selain melatih para mediator, diharapkan secara rutin melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mediasi penyelesaian sengketa 

tanah, dan  kedepannya  desa akan memiliki anggaran untuk penyelesaian 

konflik tanah / dapat menambah dana. 
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